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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat
dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 dengan baik. Rencana Aksi ini
disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh Program Kegiatan dan target kinerja
yang diperjanjikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku.
Selain itu penyusunan dokumen ini sebagai acuan dan tolak ukur bagi para pengelola
kegiatan di OPD agar dapat berjalan sesuai yang direncanakan sehingga tercapai tujuan
yang diinginkan yaitu mewujudkan Good Governance. Oleh karena itu Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku secara konsisten dan optimal sesuai tugas
pokok dan fungsi akan berupaya mencapai target kinerja melalui pelayanan dan
pembangunan infrastruktur. Rencana Aksi ini diharapkan memberikan gambaran, tujuan
dan kejelasan pelaksanaan program kegiatan sehingga memberi manfaat bagi Pemerintah

Daerah maupun masyarakat Maluku secara khususnya.

Akhir kata, semoga Dokumen Rencana Aksi yang telah tersusun ini dapat berfungsi
secara efektif dan efisien dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan yang
baik khususnya pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Maluku.

Ambon, Januari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku

Ir. Ismail Usemahu, MT
Pembina Utama Madya — IV/d
NIP. 19650413 199303 1 009
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun,
yang memuat kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan
daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada Unit Organisasi Pemerintah
Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku Tahun Anggaran 2024 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya,
dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku berhubungan langsung dengan pelayanan pada
Pimpinan sehingga Kualitas penyusunan Rencana Aksi akan menentukan kualitas
pelayanan pada Pimpinan dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Proses penyusunannya dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi
dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran
pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sehingga perumusan
tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu,
dan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya
menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan
kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Kerja Tahunan,
adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahunan
didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan
daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu
indikatif masing-masing OPD;

¢c. Penyusunan Rencana Aksi bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan
merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta
merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan
target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana,

baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Aksi dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Aksi merupakan
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penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya
seperti RPJIMD, Renstra OPD dan RKPD. Rencana Aksi merupakan masukan utama bagi
penyusunan RKPD, dasar penyusunan RKA-DPA dan RAPBD.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dari Penyusunan Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja
perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan
berakhir pada 31 Desember 2024 yang menggambarkan capaian kinerja.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku Setda Provinsi Maluku adalah :

1)  Mendeskripsikan program-program prioritas daerah yang tercantum dalam Misi
RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2021-2024 yang akan dilaksanakan langsung oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku;

2)  Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam
mendukung pencapaian kinerja;

3) Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih khusus
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku sebagai salah satu unsur staf Sekretariat Daerah Provinsi Maluku;

4)  Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2024.

5)  Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2025.

Ruang lingkup penyusunan Rencana Aksi tahun 2024 meliputi pernyataan Visi dan
Misi, Tujuan Misi yang telah ditetapkan, sasaran dari masing-masing tujuan indikator
dari masing-masing sasaran, dan strategi pencapaian sasaran berupa program dan
kegiatan dan sub kegiatan serta indikator dan target indikator dari masing masing Bidang.
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku dimulai dari penyiapan pelaksanaan kebijakan dan penyiapan
pelaksanaan pemantauan pada masing-masing bidang serta fungsi lain yang diberikan
oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya. Setiap Unit / Seksi diwajibkan untuk
menyusun rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang sehingga menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan diantaranya
dokumen Rencana Strategis dan Rencana Aksi yang selanjutnya dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku yang dipergunakan sebagai
pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Unit / Seksi yang

berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku.
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C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dibentuk
dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Selanjutnya tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan
dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Gubernur dalam
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan

fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Pembinaan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Tujuan pembentukan instansi ini adalah untuk memberdayakan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang handal menghadapi globalisasi
dan kemandirian otonomi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
keberadaannya sangatlah dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan
infrastruktur dilingkungan pemerintahan Provinsi Maluku sesuai program/kegiatan yang
telah disusun secara progmatis, mudah dicapai sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan
melalui RENSTRA.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Maluku, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh Satuan
Kerja / Unit Kerja dibawahnya sebagaimana tersebut di atas, dengan rincian tugas dan

fungsi sebagai berikut :
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1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai

target/capaian kinerja. Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

a.
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menetapkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi  Maluku  berdasarkan =~ Rencana  Strategis  Perencanaan

Pembangunan Daerah / Nasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sesuai dengan program
yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;;

membina bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan
bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
mengarahkan  pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sesuai dengan
tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan
yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

merumuskan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang;

merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

memantau pelaksanaan layanan administrasi di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku secara berkala
untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja secara
optimal;

mengevaluasi  pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dengan cara
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membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

k. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai bentuk akuntabilitas; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan

program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Sekretariat.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku mempunyai tugas
menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi
kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta
keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan
pelayanan di bidang kesektariatan.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana operasional Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan
tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;

e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku
untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;

f. menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan,
ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya
aparatur di lingkungan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku

untuk pengembangan organisasi ke depan;
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menyelenggarakan layanan administrasi  kepegawaian dan umum,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam
penyusunan data statistik sektoral di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang
akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan

program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3. Bidang Sumber Daya Air.

Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan

kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian sumber daya air, operasi dan

pemeliharaan serta pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai

kinerja yang optimal.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai

fungsi :

a.

d.
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menyusun rencana operasional Bidang Sumber Daya Air berdasarkan
program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Sumber
Daya Air sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan
agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Sumber Daya
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Air secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan sumber daya air melalui
program perencanaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan serta
pelaksanaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana
operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel,
mengkoordinasikan  pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan
sumber daya air dengan Dinas maupun instansi teknis terkait sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan
kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang sumber daya air
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi bidang
sumber daya air sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas
yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Sumber
Daya Air dengan cara membandingkan antara rencana operasional
dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan

program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

4. Bidang Bina Marga.

Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang perencanaan dan pengendalian bina marga, pengembangan prasarana

jalan serta pengembangan prasarana jembatan sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

a.
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Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
menyusun rencana operasional Bidang Bina Marga berdasarkan program
kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Bina Marga
sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
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memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
Bidang Bina Marga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Bina Marga
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

merumuskan kebijakan operasional bina marga melalui program
perencanaan dan pengendalian bina marga, pengembangan prasarana
jalan dan pengembangan prasarana jembatan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan
secara efektif, efisien dan akuntabel;

merumuskan pedoman perencanaan umum penanganan jalan dan
jembatan, rancangan pengembangan jaringan jalan, studi kelayakan dan
analisa dampak lingkungan serta studi lainnya, rancangan penetapan
fungsi, status dan kelas jalan sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan pembinaan teknis, fasilitasi dan supervisi di bidang
perencanaan dan pengendalian bina marga, pengembangan prasarana
jalan dan pengembangan prasarana jembatan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi bina marga
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan
dapat berjalan secara efektif dan efisien;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Bina Marga
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan

program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5. Bidang Cipta Karya.

Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Maluku mempunyai tugas pelaksanaan kebijakan di bidang cipta

karya meliputi pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan

permukiman serta penataan bangunan dan lingkungannya sesuai ketentuan

yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
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Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
menyusun rencana operasional Bidang Cipta Karya berdasarkan
program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Cipta Karya
sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
Bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Cipta Karya
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
merumuskan kebijakan teknis di bidang cipta karya meliputi pelayanan
pengelolaan dan pengembangan SPAM, pelayanan pengembangan sistem
dan pengelolaan perasampahan, pengelolaan air limbah domestik pada
sistem pengelolaan air limbah serta pelayanan pengelolaan dan
pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai
yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah
kabupaten/kota, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan
regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
regional, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang
terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota,
penyelenggaraan  infrastruktur permukiman dan bangunan gedung
untuk kepentingan strategis daerah provinsi serta penataan bangunan
dan lingkungan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan
lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan bimbingan teknis, supervisi dan kerjasama di bidang
pembangunan infrastruktur permukiman meliputi pengembangan air
minum, penyehatan lingkungan, penataan bangunan dan lingkungannya
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup
Bidang Cipta Karya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Cipta Karya

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
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tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan

program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

6. Bidang Jasa Konstruksi.

Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di
bidang pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi
diantaranya :

a. menyusun rencana operasional Bidang Jasa Konstruksi berdasarkan
program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta
petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Jasa
Konstruksi sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
Bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Jasa Konstruksi
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan jasa konstruksi melalui
program pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan
secara efektif, efisien dan akuntabel;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan jasa
konstruksi dengan Dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan
dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

h. melaksanakan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib
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pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi;

1. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi bidang jasa
konstruksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang
diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Jasa
Konstruksi dengan cara membandingkan antara rencana operasional
dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan

program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

7. Bidang Tata Ruang.

Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelaksanaan dan pertanahan

sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang optimal.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana operasional Bidang Tata Ruang berdasarkan program
kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Tata Ruang
sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
Bidang Tata Ruang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Tata Ruang
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tata ruang melalui
program pengaturan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang serta pelaksanaan pertanahan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan

secara efektif, efisien dan akuntabel;
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mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan tata
ruang dengan Dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi tata ruang sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi bidang tata
ruang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang
diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Tata Ruang
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan

program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

8. UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Dan Peralatan Berat.

Laboratorium Pengujian Bahan dan Peralatan Berat bertugas membantu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengujian bahan

dan peralatan berat.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala UPTD Laboratorium Pengujian

Bahan dan Peralatan Berat mempunyai fungsi :

a)
b)
c)

d)
e)

RENCANA AKSI DPUPR

perumusan kebijakan di bidang pengujian bahan dan peralatan berat;
pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian bahan dan peralatan berat;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian bahan dan peralatan
berat;

pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya
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Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

CTERALA BIHIAS BAGAN STRUKTUR OPD
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI MALUKU
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D. Sumberdaya OPD.
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Sumberdaya yang terdapat dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Maluku dengan fungsinya sebagai pendukung dan penggerak pelayanan dinas

meliputi Susunan Kepegawaian dan Aset. Susunan kepegawaian yang dimiliki untuk

mendukung tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel-

tabel berikut :
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah
1 | Laki-laki 160
2 | Perempuan 59
Jumlah 219
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
No. Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
1 | PNS 160 59
2 | Staf Tenaga Kontrak/ Honorer 438
Jumlah 657

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Diluar Staf Tenaga Kontrak/ Honorer)

No. Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Strata 3 (S 3) 1

2 Strata 2 (S 2) 31

3 Strata 1 (S 1) 82

4 Sgrjana Muda/ ‘Diploma 11/ 16

Diploma III/ Diploma IV

5 | SLTA/SMK 89

6 | SLTP 0

7 | SD 0
Jumlah 219

RENCANA AKSI DPUPR TAHUN 2024



Tabel 1.4

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan

(Diluar Staf Tenaga Kontrak/Honorer)

15

Nama Pelatihan Jumlah
No. - Total
Penjenjangan Laki-laki Perempuan
1 ADUM/ADUMLA/ 4 1 5
DIKLATPIM TK. IV
) SPAMA/ DIKLATPIM 0 1 1
TK. III
3 SPAMEN/ DIKLATPIM 1 0 1
TK. II
Jumlah 5 2 7
Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
(Diluar Staf Tenaga Kontrak/Honorer)
No. Golongan Jumlah
1 I 0
2 II 72
3 I 129
4 v 18
Jumlah 219
RENCANA AKSI DPUPR
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Tabel 1.6

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
(Diluar Staf Tenaga Kontrak /Honorer)

No. Golongan Jumlah

Eselon I 0
2 Eselon II 1
3 Eselon III 5

4 Eselon IV 12
Fungsional 5

6 Staf 0

Jumlah 23

D. Sarana dan Prasarana Kerja.

16

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (kinerja) Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, ketersediaan sarana dan prasarana sangat

penting. Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas

kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7

Sarana Prasarana Kebinamargaan

No Jenis / Mode Merk/Type
1 | Eskavator Caterpilar PC-220
2 | Grader GD 511A-1
3 | Loader WA 150-5
4 | Vibro Roller Bomag BW211D-40

RENCANA AKSI DPUPR
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E. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Provins Maluku Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

Landasan Idiil : Pancasila;

Landasan Konstitusional : UUD 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
antara  Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 82 dan
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

18

Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Laik Fungsi Jalan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016;

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Administrartor Dan Pengawas Di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku;

Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
Keputusan Gubernur Maluku Nomor 172.b Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Maluku.
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F. Sistematika Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024.

Rencana Aksi pencapaian kinerja ini mengkomunikasikan Rencana Dinas yang
tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis 2019 — 2024 dalam rangka mendukung
pencapaian kinerja tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
Sistematika Rencana Aksi Pencapaaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Maluku tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab1 — Pendahuluan,
Pada bab ini disajikan penjelasan Latar Belakang, Maksud fan Tujuan,
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan

Prasarana, Landasan Hukum penyusunan Rencana Aksi.

Bab II — Rencana Aksi Pencapaian Kinerja,
Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun

berjalan.

Bab III — Penutup,

Memuat kalimat penutup.
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BABII

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan

20

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 172.b Tahun 2015 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Maluku :

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Meningkatnya akuntabilitas
1 | kinerja organisasi Perangkat Nilai Sakip OPD B
Daerah
Meningkatnya kualitas .
2 | Infrastruktur dalam mendukung Lgas fung51ona1 Dacrah 43,50 %
Irigasi
Ketahanan Pangan
Meningkatnya Kualitas sarana dan Panjang DAS dan Pesisir 6.286.65
3 | prasarana dalam upaya Pantai yang tertangani M
penanggulangan banjir dan Abrasi yang &
Meningkatnya Infrastruktur Akses Sanitasi Layak 73,44 %
4 | pelayanan dasar berkualitas secara
optimal dan merata Akses Air Minum Layak 82,13 %
Meningkatnya kemantapan jalan o o
5 dan jembatan kondisi baik Kemantapan Jalan Provinsi 64,0 %
Meningkatnya kualitas dan
6 | kuantitas SDM tenaga ahli Jumlah SDM yang 125
. . tersertifikasi Orang
konstruksi yang berdaya saing
Meningkatnya pembangunan Tingkat kesesuaian
7 | yang berkelanjutan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang 100 %
struktur dan pola ruang Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
RENCANA AKSI DPUPR TAHUN 2024
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B. RENCANA AKSI.

Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja tahun 2024 tersebut di atas, direncanakan aksi pada Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sebagaimana Program Kegiatan sebagai berikut :

Program / Kegiatan Tahun 2024

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

B. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA).
1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas
Daerah Kabupaten/Kota.
Pembangunan Tanggul Sungai
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota.
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

C. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM.
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Lintas Kabupaten / Kota.
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan

D. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN  PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL.
1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE.
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung
dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi.

Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan

F. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN.
1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Provinsi.
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di

Kawasan Strategis Daerah Provinsi

RENCANA AKSI DPUPR TAHUN 2024
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G. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG.

1.

Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis

Daerah Provinsi.

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan
Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan

Strategis Daerah Provinsi

H. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA.

1.

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis

Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan
Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Penataan Bangunan dan Lingkungan

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN.

1.

Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Jalan

Rekonstruksi Jalan

Rehabilitasi Jalan

Pemeliharaan Berkala Jalan

Pemeliharaan Rutin Jalan

Pembangunan Jembatan

Rehabilitasi Jembatan

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

J. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi

2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah

Provinsi.

Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

3. Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

RENCANA AKSI DPUPR

Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib
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K. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi.
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi

2. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi.
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan
Ruang

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi.
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang
Penataan Ruang

Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
L. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penyusunan Standar Harga

RENCANA AKSI DPUPR TAHUN 2024
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BAB III
PENUTUP

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan Renaksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
merupakan panduan bagi setiap pemangku kepentingan baik di tingkat Nasional maupun
Provinsi dan Kabupatan/Kota dalam menyusun Renaksi yang selaras dengan kebijakan
nasional dan daerah. Seluruh langkah teknis penyusunan, jadwal, sistematika dokumen
Renaksi, serta pengorganisasian Renaksi untuk tingkat daerah disesuaikan dengan
kondisi daerah. Dengan Rencana Aksi ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan
baik di Nasional maupun Daerah dapat menyusun Renaksi dengan standar kualitas yang
baik sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta

pelaporannya.

RENCANA AKSI DPUPR TAHUN 2024



REALISASI RENCANA AKSI

PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN SEKRETARIAT
DINAS PUPR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

Status : 31 Januari 2024

SASARAN

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

RENCANA AKSI / TARGET

REALISASI RENCANA AKSI / TARGET

NO PROGRAM KEUANGAN (%) FISIK (%) KEUANGAN (%) FISIK (%) KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN PAGU INDIKATOR SATUAN | TARGET | Twa | war | wem | twv [ wa [ war | orwan [ twwv | owa [ orwar [ orwn | owav [ otwa [ otwar [ otwan | wav
[ 2 b I 5 3 7 [ 0 0 [ 0 " W W % 7 ® 0 £ 2 2 % u % % 7
I. | SEKRETARIAT 33,245,503,951.00
Meningkatnya akuntabilitas | Nilai Sakip OPD B | A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 33,007,926,951.00
kinerja organisasi Perangkat 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,125,881,784.00
Daerah. 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 856,935,384.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 11.59
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,480,000.00
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi (Kajian infrastruktur ke-PU-an dalam penanggulangan kemiskinan 200,000,000.00
- Administrasi Kegiatan 632,455,384.00
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 268,946,400.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 30.80
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19,560,000.00
- Administrasi Kegiatan 249,386,400.00
Il. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21,690,599,391.00
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21,572,639,391.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21,572,639,391.00
2. dan Penguji: i Keuangan SKPD 117,960,000.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 117,960,000.00
Il Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 47,230,300.00
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 47,230,300.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 .-
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,240,000.00
- Administrasi Kegiatan 31,990,300.00
IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 221,549,000.00
1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 66,524,000.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 1.46
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,240,000.00
- Administrasi Kegiatan 51,284,000.00
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 155,025,000.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 .-
- Administrasi Kegiatan 155,025,000.00
V. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,185,170,200.00
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunana Kantor 20,000,700.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 2145
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,120,000.00
- Administrasi Kegiatan 16,880,700.00
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38,676,000.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 10.19
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38,676,000.00
3. Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan 55,250,000.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 .-
- Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan 55,250,000.00
4. Fasilitas Kunjungan Tamu 49,800,000.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 .-
- Administrasi Kegiatan 49,800,000.00
5. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD 552,220,000.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 16.26
- Administrasi Kegiatan 552,220,000.00
6. Dukungan Pelaksanaan Sistim Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD 469,223,500.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 5.19
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21,360,000.00
- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi (Platform SPBE ke-PU-an) 100,000,000.00
- Administrasi Kegiatan 347,863,500.00
VII. Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah 7,180,106,276.00
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 394,358,100.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 394,358,100.00
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6,785,748,176.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00
- Administrasi Kegiatan 6,785,748,176.00
VIIl. Pemeiliharaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,647,390,000.00
1. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 178,730,000.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00
jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31,180,000.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31,180,000.00
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya 1,437,480,000.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28,920,000.00
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 130,000,000.00
- Rehabilitasi Gedung Islamic Center 100,000,000.00
- Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PUPR Provinsi Maluku 700,000,000.00
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100,000,000.00
- Administrasi Kegiatan 378,560,000.00




SASARAN

RENCANA AKSI / TARGET REALISASI RENCANA AKSI / TARGET
NO PROGRAM KEGIATAN [ SUB KEGIATAN KEUANGAN (%) FISIK (%) KEUANGAN (%) FISIK (%) KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN PAGU INDIKATOR SATUAN | TARGET | Twa | war | wem | twv [ wa [ war | orwan [ twwv | owa [ orwar [ orwn | owav [ otwa [ otwar [ otwan | wav
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B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 147,577,000.00
I. Pengelolaan Barang Milik Daerah 147,577,000.00
1. Penyusunan Standar Harga 147,577,000.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 1.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00 25.00 50.00 75.00 | 100.00

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,890,000.00

- Administrasi Kegiatan 142,687,000.00

Ambon,

Januari 2024

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku,

Rivai Notanubun, ST, MT
Penata Tk. I~ Ill/d
NIP. 19860528 200904 1 002




REALISASI RENCANA AKSI

PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PUPR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

Status : 31 Januari 2024

RENCANA AKSI/ TARGET

REALISASI RENCANA AKSI/ TARGET

NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN /SUB KEGIATAN KEUANGAN (%) FISIK (%) KEUANGAN (%) FISIK (%) !
PERMASALAHAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN PAGU INDIKATOR satuan [ TaRGeT [ wa | war [ wan [ rwav | rwa [ rwar [ orwan [ orwav [orwd [ orwan [ orwan | orwav [ orwa [ owar [ owan [ omwav
T z f [ 5 B 7 [ f o [ 7 ] 0 0 0 7 @ © = £ z B % = = 7
Il. [SUMBER DAYA AIR 36,378,792,420.00
Meningkatnya Ketahanan Panjang DAS dan Pesisir Pantai 6.286,65 M' | A. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) I. Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas daerah Kab / Kota 19,831,739,000.00
Lingkungan dan Resiko Bencana |yang Tertangani 1. Pembangunan Tanggul Sungai 3,700,000,000.00
Berbasis Kepulauan - Pembangunan Talud Badan Sungai Ohoi Turbumngil Kec. Kei Besar Utara Timur Kab. Maluku Tenggara 462,750,000.00 Terbangunnya Pengaman Sungai L 40.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Tanggul Sungai Desa Asilulu Kab. Malteng 1,388,250,000.00 Terbangunnya Pengaman Sungai L 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Tanggul Sungai Sariputih Kab. Malteng 925,500,000.00 Terbangunnya Pengaman Sungai L 40.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Talud Sungai Desa Negeri Lama Kec. Baguala Kota Ambon 280,683,000.00 Terbangunnya Pengaman Sungai L 30.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Lanjutan Pembangunan Talud Sungai Desa Waipirit 200,000,000.00 Terbangunnya Pengaman Sungai L 25.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Talud Sungai Desa Waimital 200,000,000.00 Terbangunnya Pengaman Sungai L 25.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Administrasi Pembangunan Tanggul Sungai 242,817,000.00 ™ 4.00 20.00 50.00 75.00 | 100.00
2. Pembinaan dan Daya Air Provinsi 1,131,739,000.00
- Dewan SDA 250,000,000.00 Dok 1.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Hari Air Dunia 200,000,000.00 Dok 1.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Komisi Irigasi 300,000,000.00 Dok 1.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Konreg dan Peningkatan SDM 381,739,000.00 Dok 1.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Administrasi Kegiatan ™ 4.00 20.00 50.00 75.00 | 100.00
3. Pembangunan Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 15,000,000,000.00
- Pembangunan Talud Pantai dan Penimbunan Ohoi Tetoat Kec. Hoatsorbay Kab. Maluku Tenggara 481,000,000.00 Terbangunnya Pengaman Pantai L 50.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Talud Pantai Penahan Ombak Ohoi Nerong Kec. Kei Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara 290,633,000.00 Terbangunnya Pengaman Pantai L 40.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Pengaman Pantai Desa Biau Kec. Banda Malteng 1,135,568,000.00 Terbangunnya Pengaman Pantai L 125.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Pengaman Pantai Desa Wakal Kab. Malteng 2,831,000,000.00 Terbangunnya Pengaman Pantai L 300.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Talud Penahan Ombak Desa Haruru Kec. Aamahai Kab. Maluku Tengah 480,500,000.00 Terbangunnya Pengaman Pantai L 50.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Desa Nusantara Gunung Api Kec. Banda 1,137,513,000.00 Terbangunnya Pengaman Pantai L 125.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Pulau Run 760,045,000.00 Terbangunnya Pengaman Pantai L 80.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kab. SBT 5,913,897,000.00 Terbangunnya Pengaman Pantai L 650.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Talud Penahan Ombak dan Banjir Rob Kelurahan Lateri 480,000,000.00 Terbangunnya Pengaman Pantai L 50.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Talud Pantai Desa Ubung Kec. Liliyali Kab. Buru 200,000,000.00 Terbangunnya Pengaman Pantai L 30.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Talud Pantai Desa Waeperang Kec. Liliyali Kab. Buru 200,000,000.00 Terbangunnya Pengaman Pantai L 30.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Talud Penahan Ombak Dusun Tanjung Negeri Liang Kec. Salahutu 200,000,000.00 Terbangunnya Pengaman Pantai M 30.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Talud Pantai Penahan Ombak Ohoi Dullah Laut Kec. Pulau Dullah Utara Kota Tual 200,000,000.00 Terbangunnya Pengaman Pantai M 30.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Talud Pantai Negeri Oma (Kampung Baru) Belakang Baileo Kec. Pulau Haruku 200,000,000.00 Terbangunnya Pengaman Pantai M 50.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Administrasi Kegiatan 489,844,000.00 ™ 4.00 20.00 50.00 75.00 | 100.00
Meningkatnya kualitas Luas fungsional Daerah Irigasi 43,50 % Il. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 16,547,053,420.00
infrastruktur dalam mendukung Ha - 3.000 Ha dan Daerah Lintas Daerah Kabupaten / kota
Ketahanan Pangan 1. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 9,708,305,950.00
- Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Kec. Seram Utara Timur Kobi 372,200,000.00 Terbangunnya Jaringan Irigasi M 50.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Pembangunan Jaringan Irigasi D.|. Kairatu Desa Waihatu 463,526,000.00 Terbangunnya Jaringan Irigasi M 60.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Peningkatan Jaringan Irigasi .. Sariputih 8,700,000,000.00 Terbangunnya Jaringan Irigasi M 3,800.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Desain Perencanaan untuk Kontraktual (e-PAKSI) D.I. Sariputih 40,000,000.00 Tersedianya Dokumen Perencanaan Dok 1.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Administrasi Kegiatan 132,579,950.00 ™ 4.00 20.00 50.00 75.00 | 100.00
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 5,889,413,050.00
- Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual Jaringan Irigasi Pulau Buru 200,000,000.00 Tersedianya Dokumen Pengawasan Dok 1.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual Jaringan Irigasi Pulau Seram 275,000,000.00 Tersedianya Dokumen Pengawasan Dok 1.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Way Lata 2,012,833,050.00 Terpeliharanya Jaringan Irigasi M 1,380.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tonipa 3,250,000,000.00 Terpeliharanya Jaringan Irigasi M 1,680.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Desain Perencanaan untuk Kontraktual (e-PAKSI) D.I. Way Meten 40,000,000.00 Tersedianya Dokumen Perencanaan Dok 1.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Desain Perencanaan untuk Kontraktual (e-PAKSI) D.I. Tonipa 40,000,000.00 Tersedianya Dokumen Perencanaan Dok 1.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Administrasi Kegiatan 71,580,000.00 ™ 4.00 20.00 50.00 75.00 | 100.00
3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 949,334,420.00
- Belanja i Bangunan Air-Bangt Air Irigasi-Bangt Pengaman Irigasi (OP Irigasi D.. Lata) 142,400,000.00 Terpeliharanya Jaringan Irigasi | 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 7500 | 100.00
- Belanja Bangunan Air-Bangt Air Irigasi-Bangt Pengaman Irigasi (OP Irigasi D.I. Meten) 143,800,000.00 Terpeliharanya Jaringan Irigasi | 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Belanja Bangunan Air-B; Air Irigasi-Bangt Pengaman Irigasi (OP Irigasi D.I. Sariputih) 288,649,420.00 Terpeliharanya Jaringan Irigasi 6,323.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Belanja Bangunan Air-B; Air Irigasi-Bangt Pengaman Irigasi (OP Irigasi D.I. Tele) 143,835,000.00 Terpeliharanya Jaringan Irigasi i 30.00 50.00 75.00 | 100.00 30.00 50.00 75.00 | 100.00
- Belanja Bangunan Air-Bang Air Irigasi-Bangt Pengaman Irigasi (OP Irigasi D.I. Tonipa) 206,270,000.00 Terpeliharanya Jaringan Irigasi | 30.00 50.00 7500 | 100.00 30.00 50.00 7500 | 100.00
- Administrasi Kegiatan 24,380,000.00 ™ 4.00 20.00 50.00 75.00 | 100.00
Ambon,  Januari 2024

Kepala Bidang Sumber Daya Air

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku,

A.Y.H APONNO, ST..MT
NIP. 19731227 200604 1 003




REALISASI RENCANA AKSI
PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN BIDANG BINA MARGA
DINAS PUPR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024
Status : 31 Januari 2024

RENCANA AKSI TARGET REALISASI RENCANA AKSI  TARGET
NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN ISUB KEGIATAN KEUANGAN (%) FISIK (%) KEUANGAN (%) FISIK (%) !
PERMASALAHAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN PAGU INDIKATOR! satuan [ TARGET | w4 [ twar [ rwen [ wav | rwa [ owar [ orwen [ owav [orwe [orwa [owan [orway | wa [owar [ owan [ orway
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 i 12 13 4 15 16 17 18 19 2 21 2 23 2% 2% 2% i
IV. | BINA MARGA 77,321,789,899.00
j Jalan Provinsi 64% I. Program P Jalan I. P jalan Provinsi 77,321,789,899.00
Wilayah dan Ketersediaan 1. Penyusunan rencana, Kebijakan, Strategi Jaringan Jalan Serta Teknis 3,414,460,322.00
Infrastruktur Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
- Pengawasan Teknis Jembatan Wai Nalbeassy Ruas Jin. Namrole - Leksula (DAK Bukan Tematik) 581,400,000.00 Tersedianya Dok Pengawasan Dok 100 2000 | 40.00| 6500 10000 2000 4000 | 7500 | 10000
- Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Ruas Werinama - Tobo (DAK Tematik Daerah Afirmasi) 556,327,125.00 Tersedianya Dok Pengawasan Dok 100| 2000 | 4000 | 6500 10000 [ 2000 | 4000 | 7500 | 100.00
- Pengawasan Teknis Jalan lingei - Batu Putih (DAK Tematik KSPP) 239,020,000.00 Tersedianya Dok Pengawasan Dok 100 2000 | 4000 | 6500 10000 2000| 4000 | 7500 | 10000
- Pengawasan Teknis Jalan Kayeli - Pela (DAK Tematik KSPP) 227,965,680.00 Tersedianya Dok Pengawasan Dok 100| 2000 | 4000 | 6500 10000 [ 2000 4000 | 7500 | 100.00
- Pengawasan Teknis Jalan Ruas Fako - Holat (DAK Tematik Destinasi Pariwisata) 301,524,095.00 Tersedianya Dok Pengawasan Dok 100| 2000 | 4000 | 6500 10000 2000 4000 | 7500 | 100.00
- Pengawasan Teknis Jalan Ruas Hitu - Kaitetu(DAK Bukan Tematik) 433,806,022.00 Tersedianya Dok Pengawasan Dok 100 2000 40.00| 6500 10000 2000( 4000 7500 | 10000
- Survey Kondisi Jalan PKRMS 100,000,000.00 Tersedianya Dok Perencanaan Dok 100| 2000 | 4000 | 6500 10000 2000 | 4000 | 7500 | 100.00
- Survey Kondisi Jembatan 100,000,000.00 Tersedianya Dok Perencanaan Dok 100 2000 40.00| 6500 10000 2000( 4000 7500 | 10000
- Survey Pembuatan Peta Indikatiif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) 161,476,300.00 Tersedianya Dok Perencanaan Dok 100| 2000 | 4000 | 6500 10000 2000 | 4000 | 7500 | 100.00
- Administrasi Kegiatan 712,941,100.00 Bulan 2000 | 40.00| 6500 10000 | 2000| 4000 | 6500 10000
2. Rekonstruksi Jalan 42,979,523,800.00
- Longsegmen Jalan Ruas Fako - Holat (DAK Tematik Destinasi Wisata) 8,375,669,300.00 Tertanganinya Kondisi Jalan Seragam Km 289| 3000| 5000| 7500| 100.00| 20.00| 50.00| 7500 100.00
- Longsegmen Jalan Ruas Hitu - Kaitetu (DAK Bukan Tematik) 12,759,000,650.00 Tertanganinya Kondisi Jalan Seragam Km 405| 3000| 5000| 7500| 100.00| 20.00| 50.00| 7500 100.00
- Longsegmen Jalan Ruas Werinama - Tobo (DAK Tematik Daerah Afirmasi) 8,162,562,500.00 Tertanganinya Kondisi Jalan Seragam Km 255| 3000| 5000| 7500| 100.00| 20.00| 50.00| 7500 100.00
- Longsegmen Jalan lingei - Batu Putih (DAK Tematik KSPP) 6,460,000,000.00 Tertanganinya Kondisi Jalan Seragam Km 185| 3000 | 5000 | 7500 10000 2000 5000 7500 | 100.00
- Peningkatan Struktur Jalan Kayeli - Pela (DAK Tematik KSPP) 6,704,872,950.00 Terbangunnya Jalan Provinsi Km 218| 3000| 5000| 7500| 100.00| 20.00| 50.00| 7500 100.00
- Administrasi Kegiatan 517,418.400.00 Buln | 1200 20.00| 5000 7500 | 10000 2000 | 5000 7500 | 100.00
3. Pemeliharaan Rutin jalan 2,403,801,477.00
- Pemelinaraan Jalan Werinama - Dobo (DBH Sawit 2024) 1,014,261,600.00 Terpelinaranya ruas Jalan Provinsi Km 1550 | 2000 | 4000 | 6500 | 10000 | 2000 40.00| 6500 | 100.00
- Pemelinaraan Rutin Jalan Kab. Buru 100,000,000.00 Terpelinaranya ruas Jalan Provinsi Km | 5385| 20.00| 40.00| 6500| 100.00| 20.00| 40.00| 6500 100.00
- Pemelinaraan Rutin Jalan Kab. Buru Selatan 200,000,000.00 Terpelinaranya ruas Jalan Provinsi Km | 90.00| 2000| 40.00| 6500| 100.00| 20.00| 40.00| 6500 100.00
- Pemelinaraan Rutin Jalan Kab. Maluku Barat Daya 182,619,877.00 Terpelinaranya ruas Jalan Provinsi Km | 37.55| 2000| 40.00| 6500| 100.00| 20.00| 40.00| 6500 100.00
- Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Maluku Tengah 200,000,000.00 Terpelinaranya ruas Jalan Provinsi Km 742| 2000| 4000| 6500| 100.00| 20.00| 40.00| 6500 100.00
- Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Seram Bagian Timur 200,000,000.00 Terpelinaranya ruas Jalan Provinsi Km 1003 [ 2000 4000 | 6500 10000 | 2000 40.00| 6500 | 100.00
- Pemelinaraan Rutin Jalan Kota Ambon 200,000,000.00 Terpelinaranya ruas Jalan Provinsi Km | 3122 2000| 40.00| 6500| 100.00| 20.00| 40.00| 6500 100.00
- Pemeliharaan Rutin Jalan Kota Tual 100,000,000.00 Terpelinaranya ruas Jalan Provinsi Km 300| 2000| 4000| 6500| 100.00| 20.00| 40.00| 6500 100.00
- Administrasi Kegiatan 206,920,000.00 Buln | 1200 20.00| 4000 | 6500 10000 [ 2000 | 4000 6500 | 10000
4. Pembangunan Jembatan 28,524,004,300.00
- Penggantian Jembatan Wai Lisa Ruas Jin Werinama - Tobo (DAK Tematik Daerah Afirmasi) 8,200,000,000.00 | Terbangunnya Jembatan ruas Jalan Provinsi | M’ 2000 | 30.00| 50.00| 7500 10000 3000 5000 7500 | 10000
- Lanjutan Pembangunan Jembatan Dian Darat - Tetoat 3,000,000,000.00 | Terbangunnya Jembatan ruas Jalan Provinsi | M’ 60.00| 30.00| 50.00| 7500 10000 3000 5000 7500 | 10000
- Pembangunan Jembatan Wai Nalbeassy | Ruas Jin. Namrole - Leksula (DAK Bukan Tematik) 17,100,000,000.00 | Terbangunnya Jembatan ruas Jalan Provinsi | M’ 4000 | 3000 | 5000| 7500| 100.00| 30.00| 50.00| 7500 100.00
- Administrasi Kegiatan 224,004,300.00 Buln | 1200 20.00| 5000 | 6500 | 10000 [ 2000 | 5000 6500 | 10000
Ambon,  Januari 2024

Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku,

MUHILJATY TUANAYA, ST, MT
NIP. 19710301 200112 2 002




REALISASI RENCANA AKSI
PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PUPR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024
Status : 31 Januari 2024

SASARAN PROGRAM KEGIATAN /SUB KEGIATAN e RENCANA AKSI/ TARGET o B ‘%)REALISASI RENCANA AKSI o ,
PERMASALAHAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN PAGU INDIKATOR satuan [ Tarcer | twa | rwer [ rwn [ rwav [ rwe [ orwn [ orwan [ orwev [ rwd [ e [owan [ orwav [ owa [owar [orwan [ owav
z f [ 5 B 7 0 0 o [ 7 ] 0 s 0 7 @ W = £ z B % = = 7
lll. | CIPTA KARYA 36,226,073,420.00
Akses Air Minum Layak Tersusunnya Rencana 82,13% | A. Program dan Sistem Penyedi: I Dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM ) Lintas Kabupaten / Kota 5,954,521,700.00
Kebijakan Strategi dan Teknis Air Minum 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 861,664,200.00
PAM - Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Regional 500,000,000.00 Tersedianya Dokumen Perencanaan Dok 1.00 - e - 100.00 - - - - - - - - - - - -
- Administrasi Kegiatan 361,664,200.00 Bin 1200
2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota. 5,092,857,500.00
- Pembangunan Air Bersih Dusun Katapang 270,000000.00 | Tersedianya sarana prasarana Air Bersih | Ltrdtk 200 100.00 100.00 - - - - - - - -
- Pembangunan Air Bersih Pinang Putih Puncak RT.06/RW.006 Desa Hative Kecil 400,000,000.00 | Tersedianya sarana prasarana Air Bersih | Ltridtk 110 100.00 100.00 - - - - - - - -
- Pembangunan Sarana Air Bersih Kebun Cengkeh 900,000000.00 | Tersedianya sarana prasarana Air Bersih | Ltrdtk 110 100.00 100.00 - - - - - - - -
- Pembangunan Sarana Air Bersih Kota Jawa 325,000000.00 | Tersedianya sarana prasarana Air Bersih | Ltrdtk 120 100.00 100.00 - - - - - - - -
- Pembangunan Sarana Air Bersih Waelela Desa Poka 500,000000.00 | Tersedianya sarana prasarana Air Bersih | Ltrdtk 150 100.00 100.00 - - - - - - - -
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Laimu Kab. Maluku Tengah 400,000,000.00 | Tersedianya sarana prasarana Air Bersih | Liridtk 100 100.00 100.00 - - - - - - - -
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Ohoiwait Kab. Malra 350,000000.00 | Tersedianya sarana prasarana Air Bersih | Ltrdtk 120 100.00 100.00 - - - - - - - -
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersin Desa Saleman 450,000,000.00 | Tersedianya sarana prasarana Air Bersih | Liridtk 150 100.00 100.00 - - - - - - - -
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersin Dusun Kayu Putih Negeri Soya Kec. Sirimau 525,000,000.00 | Tersedianya sarana prasarana Air Bersin |~ Lir/dtk 150 100.00 100.00 - - - - - - - -
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Air Salobar Kel. Nusaniwe Kota Ambon 140,000,00000 | Tersedianya sarana prasarana Air Bersin | - Lir/dtk 070 100.00 100.00 - - - - - - - -
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Gunung Nona Kota Ambon 195,000,00000 | Tersedianya sarana prasarana Air Bersin |  Lir/dtk 060 100.00 100.00 - - - - - - - -
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kota Ambon 160,000,00000 | Tersedianya sarana prasarana Air Bersin | - Lir/dtk 100 100.00 100.00 - - - - - - - -
- Pembangunan Sumur Bor di Benteng Karang Ambon 140,000,00000 | Tersedianya sarana prasarana Air Bersin | - Lir/dtk 100 100.00 100.00 - - - - - - - -
- Pembangunan Sumur Bor di Suli Maluku Tengah 140,000,00000 | Tersedianya sarana prasarana Air Bersin |  Lir/dtk 120 100.00 100.00 - - - - - - - -
- Administrasi Kegiatan 197,857,500.00 Bin 12,00 10000 10000
Akses Sanitasi Layak Terbangunnya sarana dan 73,44% | B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase I. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Lintas 3,450,285,000.00
prasarana pengelolaan Daerah Kabupaten / Kota dan Kawasan Strategis provinsi
1. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 3,450,285,000.00
- Pembangunan Drainase Desa Mahu 350,000,000.00 Terbangunnya drainase perkotaan wm 138.00 - o 100.00 - - - 100.00 - - - - - - - - -
- Pembangunan Drainase Desa Waihatu Kab. SBB 436,050,000.00 Terbangunnya drainase perkotaan wm 413.00 - - 100.00 100.00 - - - - - - - - -
- Pembangunan Drainase Dusun Katapang Desa Loki Kec. Huamual - Kab. SBB 475,000,000.00 Terbangunnya drainase perkotaan M 601.09 8 B 100.00 100.00 B - - - - - - - -
- Pembangunan Drainase Gunung Nona Saumlaki 600,000,000.00 Terbangunnya drainase perkotaan M 173.60 8 B 100.00 e . e 100.00 e - - - - - - - -
- Pembangunan Drainase Teluk Ambon 300,000,000.00 Terbangunnya drainase perkotaan M 21005 8 B 100.00 e . e 100.00 e - - - - - - - -
- Lanjutan Pekerjaan Drainase RT. 008 RW. 005 Kota Dobo Kab. Kep. Aru 185,000,000.00 Terbangunnya drainase perkotaan M 130.00 8 B 100.00 B . B 100.00 B - - - - - - - -
- Pembangunan Drainase Desa Werinama Kab. SBT 120,000,000.00 Terbangunnya drainase perkotaan M 79.00 8 B 100.00 e . e 100.00 e - - - - - - - -
- Pembangunan Drainase RT. 002 RW. 013 Gadihu Desa Batu Merah 140,000,000.00 Terbangunnya drainase perkotaan M 67.22 8 B 100.00 100.00 B - - - - - - - -
- Pembangunan Drainase Warasia RT 006 RW 019 Desa Batu Merah 200,000,000.00 Terbangunnya drainase perkotaan M 141.16 8 B 100.00 e . e 100.00 e - - - - - - - -
- Pembangunan Gorong - Gorong Dusun Taman Jaya Desa Waisala 100,000,000.00 Terbangunnya drainase perkotaan M 6.00 8 B 100.00 e . B 100.00 B - - - - - - - -
- Pembangunan Saluran Drainase Desa Hattu Kec. Leihitu Barat 185,000,000.00 Terbangunnya drainase perkotaan M 135.00 8 B 100.00 e . e 100.00 e - - - - - - - -
- Administrasi Kegiatan 359,235,000.00 Bin 1200 - B 8 100.00 . e . 100.00
Terwujudnya Gedung Kantor yang C. Program Penataan Bangunan Gedung I. Penetepan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 10,680,633,220.00
layak dan nyaman 1. jian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 10,680,633,220.00
- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Polda Batu Meja 130,000,000.00 Tersedianya Dokumen Perencanaan Dok 1.00 100.00 100.00 - . - - - - - -
- Perencanaan Rehabilitasi Stadiun Mandala 200,000,000.00 Tersedianya Dokumen Perencanaan Dok 1.00 8 B 100.00 e . B 100.00 B - - - - - - - -
- Pengawasan Rehabilitasi Kantor Kajati Maluku 152,457,720.00 Tersedianya Dokumen Pengawasan Dok 1.00 100.00 100.00 - . - . - - - -
- Pengawasan Lanjutan Rehabilitasi Gedung Emas Putih Air Salobar 120,000,000.00 Tersedianya Dokumen Pengawasan Dok 1.00 8 B 100.00 e . e 100.00 e - - - - - - - -
- Pengawasan Rehabilitasi Stadiun Mandala 125,000,000.00 Tersedianya Dokumen Pengawasan Dok 1.00 100.00 100.00 - . - - - - - -
- Lanjutan Pembangunan Gedung Emas Putih Air Salobar 2,000,000,000.00 Terbangunnya Bangunan Gedung Paket 1.00 8 B 100.00 e . e 100.00 e - - - - - - - -
- Pembangunan Rumah Pastori PB AMGPM 350,000,000.00 Terbangunnya Bangunan Gedung Paket 1.00 100.00 100.00 - . - . - - - -
- Rehabilitasi Gedung Kantor Polda Batu Meja 1,000,000,000.00 Terehabilitasinya Bangunan Gedung Paket 1.00 8 B 100.00 e . e 100.00 e - - - - - - - -
- Rehabiltasi Gedung Serbaguna RT. 003 RW. 008 Kayu Putih 310,000000.00 | Terehabiltasinya Bangunan Gedung Paket 100 100.00 100.00 - - . - - - - -
- Rehabilitasi Kantor Kajati Maluku 3,000,000,000.00 Terehabilitasinya Bangunan Gedung Paket 1.00 - - 100.00 100.00 g - - - - - - - -
- Rehabilitasi Stadiun Mandala 2,200,000,000.00 Terehabilitasinya Bangunan Gedung Paket 1.00 100.00 100.00 - .- - .- - - - -
- Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Polda Batu Meja 70,000,000.00 Tersedianya Dokumen Pengawasan Paket 1.00 - - 100.00 e - e 100.00 e - - - - - - - -
- Hibah Lembaga TPQ Buunaya Kec. Bula Kab. SBT 70,000,000.00 Terbangunnya Bangunan Gedung Paket 1.00 100.00 100.00 - .- - .- - - - -
- Hibah Masjid Tahoku Leihitu - Kab. Maluku Tengah 50,000,000.00 Terbangunnya Bangunan Gedung Paket 1.00 - - 100.00 e - e 100.00 e - - - - - - - -
- Hibah Pembangunan Gedung Sekretariat Brigade Komando merah Putih Lira Maluku 125,000,000.00 Terbangunnya Bangunan Gedung Paket 1.00 100.00 100.00 - .- - .- - - - -
- Hibah Pembangunan Gedung Sekretariat Yayasan Ekonomi Kerakyatan Marhaen Maluku Desa Kelaba Kab. SBT 185,000,000.00 Terbangunnya Bangunan Gedung Paket 1.00 - - 100.00 100.00 g - - - - - - - -
- Pembangunan dan Renovasi Rumah (lkrizal Mahu) Leihitu Kab. Maluku Tengah 25,000,000.00 Terbangunnya Bangunan Gedung Paket 1.00 100.00 100.00 - .- - .- - - - -
- Pembangunan dan Renovasi Rumah La Jufri Wally Leihitu Kab. Maluku Tengah 25,000,000.00 Terbangunnya Bangunan Gedung Paket 1.00 - o 100.00 e - e 100.00 e - - - - - - - -
- Rehabilitasi Gedung Pemuda Desa Sohuwe Seram Bagian Barat 80,000,000.00 Terehabilitasinya Bangunan Gedung Paket 1.00 100.00 100.00 - .- - .- - - - -
- Rehabilitasi Masjid Bani Muhammad Gunung Malintang 185,000,000.00 Terehabilitasinya Bangunan Gedung Paket 1.00 - o 100.00 e - e 100.00 e - - - - - - - -
- Administrasi Kegiatan 278,175,500.00 12 Bulan 100.00 100.00
Tersedianya infrastruktur D. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya . Penyelenggaraan penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas 16,140,633,500.00
yang memadai dan terlindungi daerah Kabupaten / Kota
1 :::iaut::rdE!:nE::l::;ag':.::eg;l;nLg:i:':,aawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan 16,140,633,500.00




‘o SASARAN oroGRAN KEGIATAN | SUB KEGIATAN S— RENCANA AKSI/ TARGET - - M:asm.lsw RENCANA AKSI - ;

PERMASALAHAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN PAGU INDIKATOR SATUAN | TARGET ™4 TWHI TWHI TWAV w4 TWHI TWHI TWAV w4 TWHI TWHI WAV w4 TWHI TW-I TWAV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 2% 2% 2% 27
Penataan Kawasan Desa Batu Merah 1,500,000,000.00 Meningkatnya kualtas ingkungan Paket 1.00 100.00 10000 | . - - - - . . .
Penataan Kawasan Desa Neniari Kec. Seram Barat Kab. SBB 425,000000.00 Meningkatnya kualtas ingkungan Paket 1.00 100.00 10000 | . - - - - . . . .
Penataan Kawasan Kecamatan Banda 1,350,000,000.00 Meningkatnya kualtas ingkungan Paket 1.00 100.00 10000 | oo - - - - . . . .
Penataan Kawasan Kelurahan Nusanive 300,000,000.00 Meningkatnya kualtas ingkungan Paket 1.00 100.00 10000 | oo - - - - . . . .
Penataan Kawasan Ohoi Renan Kec. Kei Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara 325,000,000.00 Meningkatnya kualtas ingkungan Paket 1.00 100.00 10000 | . - - - - . . . .
Penataan Kawasan Taman Lumiba Lumba Ellomel Beach Sathean Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara 300,000,000.00 Meningkatnya kualtas ingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - . . . .
Pembangunan Jalan Aspal Desa Mahu Kec. Saparua Timur Kab. Maluku Tengah 875,000,000.00 Meningkatnya kualtas ingkungan Paket 1.00 100.00 10000 | . - - - - . . . .
Pembangunan Jalan AspallLapen Sirsahoni Desa Porto Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah 900,000,000.00 Meningkatnya kualtas ingkungan Paket 1.00 100.00 10000 | oo - - - - . . . .
Pembangunan Jalan Lapen Negeri Waru Kec. TNS 250,000,000.00 Meningkatnya kualtas ingkungan Paket 1.00 100.00 10000 | oo - - - - . . . .
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Ubuung Kec. Liliyali - Kab. Buru 350,000,000.00 Meningkatnya kualtas ingkungan Paket 1.00 100.00 10000 | . - - - - . . . .
Pembangunan Jalan Lingkungan (Japat) Desa Malaku Kec. Seram Utara 250,000,000.00 Meningkatnya kualtas ingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - . . . .
Pembangunan Jalan Produksi Desa Noloth Kab. Maluku Tengah 65000000000 | Tertatanya bangunan dan lingkungan | Paket 1.00 100.00 10000 | . - - - - . . . .
Penimbunan Jalan SP2 Desa Debowae Kec. Waelata Kab. Buru 35000000000 | Tertatanya bangunan dan lingkungan | Paket 1.00 100.00 10000 | oo - - - - . . . .
Rehabiltasi Jalan Lingkungan Kec. Banda 42500000000 | Tertatanya bangunan dan lingkungan | Paket 1.00 100.00 10000 | oo - - - - . . . .
Pembangunan Talud Pantai Dusun Pia Negeri Sirisori Amalatu Kec. Saparua Timur 265,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Pembangunan Talud Penahan Air di Passo - Air Besar 67500000000 | Tertatanya bangunan danlingkungan | Paket 100 100.00 10000 | oo . - . - . . . .
Pembangunan Talud Penahan Badan Tanah Kota Ambon 300,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Pembangunan Talud Pengaman Tanah Desa Batu Merah 350,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Talud Penahan Tanah Desa Amahusu Kec. Nusaniwe Kota Ambon 300,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Penataan Kawasan Desa Hitu Kab. Maluku Tengah 185,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Penataan Kawasan Desa Moso Kab. Malteng 140,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Penataan Kawasan Desa Tamilouw 185,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Penataan Kawasan Desa Tehoru Kab. Malteng 140,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Penataan Kawasan Desa Tehua Kab. Malteng 140,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Penataan Kawasan Desa Wolu Kab. Malteng 140,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Penataan Kawasan Kacab Wahai Kab. Maluku Tengah 185,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Penataan Kawasan Teluk Ambon 185,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Penataan Lingkungan Belakang Bengkel JI. Rajawali Kec. Sirimau Kota Ambon 185,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Renovasi Jembatan Penyeberangan Kampung Buton di Wailete 40,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Lanjutan Timbunan Pekuburan Waimital 100,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Pembangunan Jalan Lapen Negeri Tananahu 185,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Pembangunan Jalan Lingkungan Air Salobar Kel. Nusaniwe Kec. Kota Ambon 140,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Fiditan Puncak Kec. Dullah Utara Kota Tual 185,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Rumah Riga 100,000,000.00 Tertatanya bangunan dan lingkungan Paket 1.00 100.00 100.00 - - - - - - - -
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Ohoi Nerong Kec. Kei Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara 14000000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Jalan Lingkungan Ohoi Rumat Kec. Kei Keci Timur Kab. Maluku Tenggara 18500000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Jalan Lingkungan Pengaspalan Negeri Paperu Kec. Saparua 18500000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Jalan Lingkungan RT.01/RW.002 Hative Kecil - Kota Ambon 18500000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Jalan Setapak Dusun Jakarta Baru SBB 17000000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Talud Penahan Tanah RT 003 RW 013 Desa Batu Merah 18500000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Talud Pemukiman Farmasi Kudamat 18500000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Talud Penahan Badan Tanah Dusun Erie Negeri Nusaniwe Kec. Nusaniwe 18500000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Talud Penahan Badan Tanah Kebun Cengkeh 18500000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Batu Merah Galunggung RT. 03 RW. 06 18500000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Hative Keci Kec. Sirimau Kota Ambon 18000000000 | Tertatanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Negeri Lima Kec. Leihitu 18500000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Talud Penahan Tanah Kelurahan Lateri 18500000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Talud Penahan Tanah Lapangan Desa Hitulama Kec. Leihitu Kab. Malteng 18500000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Talud Penahan Tanah RT. 09 RW. 05 Desa Toisapu 18500000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Talud Pengaman Tebing Desa Nusaniwe Dusun Airouw Lapangan Kayu Besi RW 001 RT 003 10000000000 | Tertatanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
Pembangunan Talud Desa Negeri Lama Kota Ambon 14000000000 | Teratanya bangunan dan fingkungan |  Paket 100 100.00 100.00 - - - - - . . -
- Administrasi Kegiatan 815,633,500.00 Buan | 1200 10000 10000

Ambon,  Januri 2024

Kepala Bidang Cipta Karva

Dinas Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Maluku,

NIP. 19830415 201001

2015




REALISASI RENCANA AKSI

PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN BIDANG TATA RUANG
DINAS PUPR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

Status : 31 Januari 2024

SASARAN Croeman KEGIATAN 15UB KEGIATAN — MRENCANA AKSI/ TARGET - KEUANG:::;ISASI RENCANA AKSI/TARG:.I;KM !
PERMASALAHAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN PAGU INDIKATOR SATUAN | TARGET TW- TW-I W WV ™ TW-I TW-I WV ™ TW-I TW-I WV ™ TW-I TW-n
2 3 5 6 7 8 9 10 1 12 13 i 15 [ 17 18 19 2 21 2 2 2% 2 a
I. [PENATAAN RUANG 849,992,300.00
Meningkatnya Tingkat A. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 849,992,300.00
pembangunan yang kesesuaian . Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 462,929,400.00
:::;‘::"s’;':&:f z::' ::{: r,':::: ; " 1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi 462,929,400.00 Keg 100 | 4673 | 7947| 9507| 99.98| 4500 7500 | 8500 | 100.00 - - - - - - -
plarang
dan Kablkota - Administrasi Kegiatan 410,429,400.00 Maluku 2022 - 2043
1I. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 137,062,900.00
1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 137,062,900.00 Keg 100 | 2746 | 69.64| 96.66| 99.98| 2500 6500 90.00 | 100.00 - - - - - - -
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 137,062,900.00
B. Program Penatagunaan Tanah in. ggunaan Tanah Yang Lintas Daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 250,000,000.00
1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 250,000,000.00 Keg 100 2778 | 5510 81.28| 99.98| 2500 5000 | 7500 | 100.00 - - - - - - -
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengunaan Tanah 250,000,000.00

Ambon,  Januari 2024

Kepala Bidang Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku,

LINLEY JERRY PATTINAMA. ST.,M.T
NIP. 19800209 201001 1 008




REALISASI RENCANA AKSI

PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN BIDANG JASA KONSTRUKSI

DINAS PUPR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024
Status : 31 Januari 2024

RENCANA AKSI | TARGET REALISASI RENCANA AKSI / TARGET
NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN /SUB KEGIATAN KEUANGAN (%) FISIK (%) KEUANGAN (%) FISIK (%) KETERANGAN /
! ! ! ! PERMASALAHAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN PAGU INDIKATOR saTuaN [ TARGET | w4 [ twer [ rwen [ rwav [ rwa [ owar [ orwen [ owav [orwe [ orwan [owan [owav | owa [ orwar [ [ owey
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 i 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 2 23 2% % 2% 2
V. |JASA KONSTRUKSI 425,000,000.00
Meningkatnya kualitas dan Jumlah SDM yang tersertifikasi 125 Orang | A. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 425,000,000.00
kuantitas SDM Tenaga Ahli . Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 83,000,000.00
Konstruksi yang berdaya saing
1. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 83,000,000.00 | Tersedianya Tenaga Ahli Jasa Konstruksi | Keg 100 | 4200 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4200 [ 100.00 [ 100.00 | 100.00 - - - - - - - -
- Fasiitasi Sertfikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Anli 83,000,000.00
II. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 66,500,000.00
1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 66,500,000.00 | Terkelolanya layanan Jasa Konstruksi Keg 100 | 4400 | 69.00  94.00 | 100.00 | 4400 [ 69.00 | 9400 | 100.00 - - - - - - - -
- Operasionalisasi Layanan Informesi Jasa Konstruksi 66,500,000.00
1il. Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 275,500,000.00
1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Tertib Pengelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 275,500,000.00 | Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Keg 100 | 17.00 | 96.00 | 100.00 | 100.00 | 17.00 [ 96.00 | 100.00 | 100.00 - - - - - - - -
- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Tertib Pengelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 275,500,000.00
Ambon, Januari 2024

Kepala Bidang Jasa Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku,

MOHTAR MAHU, ST

NIP. 19700212 2 200012 1 005




REALISASI RENCANA AKSI
PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN BERAT
DINAS PUPR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024
Status : 31 Januari 2024

Kepala UPTD Laboratorium Pengujian dan Peralatan Berat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Maluku,

Anita Muin, ST
Pembina - IV/a

NIP. 19681121 200012 2 004

RENCANA AKSI | TARGET REALISASI RENCANA AKSI / TARGET
SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN
PROGRAM KEUANGAN (%) FISIK (%) KEUANGAN (%) FISIK (%)
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN PAGU INDIKATOR SATUAN | TARGET WA ™W-I TW-lI TW-V ™W- ™W-I TW-lI TW-V ™W- ™W-I TW-lI TW-V ™W- ™W-I TW-lI TW-V
2 3 4 5 & 7 8 9 10 i 12 13 14 15 16 17 19 2 21 2 23 2% % 2%

Il. |UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN 800,000,000.00
Meningkatnya kualitas Ketersediaan peralatan dan 100% | A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 800,000,000.00
pelayanan UPTD Laboratorium |{laboratorium yang memenuhi 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95,420,000.00

Pengujian dan Peralatan. standar. 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95,420,000.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 100 | 2500 5000 7500 100.00 | 2500 50.00| 7500 | 100.00
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95,420,000.00
I Administrasi Umum Perangkat Daerah 25,775,140.00

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunana Kantor 7,088,640.00 | Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 100 | 2500 | 50.00 | 7500 100.00 | 2500 5000 7500 | 100.00
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunana Kantor 7,088,640.00

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1343650000 | Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 100 | 2500 | 50.00 | 7500 100.00 | 2500 5000 7500 | 100.00
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13,436,500.00

3. Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan 5,250000.00 | Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 100 | 2500 | 50.00 | 7500 100.00 | 2500 5000 7500 | 100.00
- Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan 5,250,000.00
1il. Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah 527,41,012.00

1. Penyediaa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32,400,00000 | Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 100 | 2500 | 50.00 | 7500 100.00 | 2500 5000 7500 | 100.00
- Penyediaa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32,400,000.00

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 494,841,012.00 | Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 100 | 2500 | 50.00 | 7500 100.00 | 2500 5000 7500 | 100.00
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 494,841,012.00
IV. Pemeilinaraan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 151,563,848.00

4, Fenyeaiaan Jasa pemennaraan, iaya Femennaraan Fajax uan rerinan nenaaraan vinas Uprasional awu 55,240,000.00 Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 100 | 2500 | 5000 7500 100.00 | 2500 | 50.00| 7500 | 100.00
- Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemelinaraan Pajak Dan Periinan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan 55,240,000.00

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar 45103,848.00 | Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 100 | 2500 | 50.00 | 7500 100.00 | 2500 5000 7500 | 100.00
- Penyediaan Jasa Pemelinaraan, Biaya pemeliharaan dan Periinan Alat Besar 45,103,848.00

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51,220,00000 | Tata kelola pemerintahan yang baik Keg 100 | 2500 | 50.00 | 7500 100.00 | 2500 5000 7500 | 100.00
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51,220,000.00

Ambon,  Januari 2024




